
BUPATI KONAWE SELATAN

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

Menimbang: a

Mengingat

b

c

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

bahwa dalam rangka pelalsanaan sistem pengendalian intern

yang efektif dan elisien di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Konawe Selatan perlu menerapkan kebijakan penilaian risiko;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib

melakukan penilaian risiko ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati

Konawe Selatan tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di

Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara

(l,embaral Negara Republik Indonesia Tahun 20O3 Nomor 4,

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

1.
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_c

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O3

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor a2,

Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahal

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O22 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negera

Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan atas
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang

Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman

Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah;

L2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia tahun 2015 Nomor 2O36) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2O18

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan Nomor Per-1326 /KILB l2OO9 tentang Pedoman

Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

14. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan Nomor Per-688/K/D412O12 tentang Pedoman

Pelalsanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi

Pemerintah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 15 Tahun

2O2l tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Konawe Selatan Tahun 202l-2026 (Lembaran

Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O21 Nomor 5);

76. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten

Konawe Selatan Tahun 2O16 Nomor 8) sebagaimana telah
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Menetapkan

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentaag

Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe

Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan

(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahttr' 2022

Nomor 4);

77. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 63 Tahun 2019

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi,

serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan

(Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor

63).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG PEDOMAN

PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.

2. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan unsur pemerintahan.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Konawe Selatan.

5. Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang

selanjutnya disingkat Inspektorat adalah organisasi

perangkat daerah yang merlpakan aparat pengawasan intern

pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada
' 

Bupati.

6. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten

Konawe Selatan.
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7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Konawe Selatan termasuk unit pelaksanaan teknis masing-

masing.

8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya

disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang

diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

9. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah

unit ke{a yang bertanggung jawab melaksanakan

pengelolaan risiko.

lO. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau

pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan

pemerintah daerah dan perangkat daerah.

11. Risiko adalah kemungkinan kejadian y€rng mengzrncam

pencapaian tujuan kegiatan dan sasaral perangkat daerah.

12. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan

pengendalian yang sudah ada.

13. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana,

kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi

sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian

tujuan.

14. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang

telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi

kemungkinan munculnya dan besaran dampalnya untuk

menetapkan level atau status risikonya.

15. Peta risiko adalah penjelasan tentang total paparan risiko

yang dinyatakan dengan tingkat risiko dan trennya.

16. Selera risiko (risk appetite) adalah tingkat risiko yang

bersedia diambil instansi dalam upayanya mewujudkan

tu1uan dan sasaran yang dikehendaki.

17. Toleransi Risiko adalah batasan maksimal variasi relatif nilai

risiko yang masih diperkenankan/diterima oleh Pemerintah

Daerah setelah dilakukannya tindakan pengendalian

terhadap risiko dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran

organisasi.
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18. Daftar Risiko (Risk Register) adalah daftar yang

menggambarkan risiko-risiko yang diperoleh sebagai hasil

Proses Manajemen Risiko pada suatu unit kerja pada suatu

waktu tertentu.

19. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat

RTP adalah Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya

disingkat RTP adalah Kegiatan Pengendalian yang akan

dilakukan oleh Perangkat Daerah.

20. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit,

reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain

terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam

rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa

kegiatan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah

ditetapkan secara efektif dan efrsien untuk kepentingan

pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang

baik.

21. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan

untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana,

atau norma yang telah ditetapkan.

22. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau

prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang

telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang

mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan

dalam mencapai tujuan.

23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang

selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen

perencanaan daerah untuk periode 5 (Iima) tahun.

24. Rencana Strategis Organisasi Pemerintah Daerah yang

selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen

perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5

(lima) tahun.

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan

Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan

Daerah.
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26. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang

selanjutnya disebut RI(A adalah dokumen perencanaan dan

penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana

belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta

rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran

Pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

a. mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara

efektif dan efisien;

b. mendorong pimpinan instansi pemerintah daerah yang

proaktif;

c. memberikan dasar kuat dalam pengambilal keputusan;

d. meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan

sumber daya organisasi;

e. meningkatkan kepatuhan kepada ketentuan peraturan

perundang-undangan;

f. meningkatkan kepercayaan para pemalgku kepentingan;

dan

g. meningkatkan ketahanan organisasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1) Pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan pada

tingkat strategis pemerintahan daerah, tingkat strategis

perangkat daerah, dan pada tingkatan kegiatan operasional

perangkat daerah.

(2) Pengelolaan risiko dilakukan melalui :

a. pengembangan budaya sadar risiko;

b. pembentukan struktur pengelolaan risiko;

c. penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.
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BAB III

TATA KELOLA MANAJEMEN zuSIKO

Bagian Kesatu

Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 4

(l) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan

nilai- nilai organisasi Pemerintah Daerah.

(2) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh

tingkatan organisasi disetiap satuan kerja;

b. Internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses

pengambilan keputusan diseluruh tingkatan organisasi;

c. Pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang

mendukung penciptaan budaya risiko.

(3) Sosialisasi berkelanjutan pentingnya Pengelolaan Risiko:

a. pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan

keputusan;

b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya Pengelolaan Risiko;

c. penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik; dan

d. pengintegrasian Pengelolaan Risiko dalam proses

organisasi.

Bagian Kedua

Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 5

(1) Dalam melalrukan pengelolaan risiko dibentuk strukhrr

pengelolaan risiko, yang terdiri atas:

a. Bupati sebagai penanggungiawab pengelolaan risiko;

b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan

pengelolaan risiko pemerintah daerah;

c. Bupati dan pimpinan satuan/ unit kerja sebagai Unit

Pemilik Risiko (UPR);

d. Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati sebagai

unit kepatuhan;

e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.



(2) Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a berwenang

menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah

daerah.

(3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan

pengelolaan risiko pemerintah daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) huruf b, berwenang

mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan

pemerintah daerah.

(4) Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung

jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya.

(5) Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati sebagai unit
kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (f) huruf d
memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik

risiko di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat

daerah.

(6) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang

memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan

pengelolaan risiko pemerintah daerah.

Pasal 6
(1) Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko pemerintah

daerah, Bupati membentuk Komite Pengelolaal Risiko.

(2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas :

a. Bupati sebagai ketua;

b. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

sebagai koordinator merangkap anggota;

c. Kepala Dinas/PD sebagai anggota.

Pasal 7

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal

6 memiliki tugas:

a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko

pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan,

supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan

-9-
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pemerintah daerah;

b. membuat lapora-n triwulanan dan tahunan kegiatan

pembinaan pengelolaan risiko yalg disampaikan kepada

Bupati c.q. Sekretaris Daerah.

Pasal 8
Unit Pemilik Risiko sebagai penanggung jawab pengelolaan

risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c

terdiri atas:

a. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah;

b. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II;

c. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV serta Sub

Koordinator atau Pejabat Fungsional.

Pasal 9
(1) Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daera-h sebagaimana

dimal<sud dalam pasal 8 huruf a memiliki tugas:

a. menJrusun strategi pengelolaan risiko di tingkat

pemerintah daerah;

b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat

pemerintah daerah;

c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap

pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah

daerah;

d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko

hasil identi-fikasi dan analisis risiko; dan

e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

(2) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 huruf b memiliki tugas;

a. menJrusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit

eselon II pada PD masing-masing;

b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat

unit eselon II pada PD masing-masing;

c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap

pencapaian tujuan dan sasaran strategis PD;

d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko

hasil identifftasi dan analisis risiko; dan

e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
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(3) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV serta Sub

Koordinator atau Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

a. Melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap

pencapaian hrjuan dan sasaran kegiatan;

b. melakukan kegiatan penanganErn dan pemantauan risiko

hasil identifikasi dan analisis risiko; dan

c. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

Pasal 10

(1) Proses pengelolaan risiko meliputi:

a. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;

b. Penilaian risiko;

c. Kegiatan pengendalian;

d. Informasi dan komunikasi; dan

e. Pemantauan.

(2) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.

(3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat l2l

mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.

(4) Proses pengelolaan risiko sebagaiman dimaksud pada ayat

(1) harus menjadi bagran yalg terpadu dengan proses

manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya

organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf 1

Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendaliaa

Pasal l1
(1) Identilikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan

untuk menentukan rencana penguatan lingkungan

pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya risiko

dan pengelolaan risiko.

(2) Identifftasi kelemahal lingkungan pengendalian dilakukan

pada tingkat Pemda dengan cara mengidentifikasi

kelemahan- kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan
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pengendalian intern.

Paragral 2

Penilaian Risiko

Pasal 12

(1) Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentilikasi risiko

yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi

pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko
yang diperlukan untuk memperkecil risiko.

(2) Penilaian risiko dilakukan atas:

a. tujuan strategis Pemda;

b. tujuan strategis (entitas) PD; dan

c. tujual operasional (kegiatan) PD.

(3) Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemda sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanalan bersamaan

dengan proses pen1rusunan RPJMD atau segera setelah

diselesaikannya RPJMD.

(4) Penilaian risiko atas tujuan strategis (entitas) PD

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan

bersamaan dengan proses penJrusunan renstra PD atau

segera setelah diselesaikannya renstra PD.

(5) Penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan) PD

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan

bersamaan dengan proses penyusunan RKA PD atau segera

setelah diselesaikannya RKA PD.

(6) Proses penilaian risiko meliputi:

a. penetapankonteks/tujuan;

b. identifikasi risiko; dan

c. analisis Risiko.

Pasal 13
Penetapan konteks/tujuan terdiri dari tahap penetapan

konteks/ tujuan dan penetapan kriteria risiko.

Pasal 14
(1) Penetapan konteks/tujuan bertujuan untuk menjabarkan

tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana

strategis dan rencana kinerja tahunan.
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(2) Tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi menjadi tiga

tingkatan yaitu konteks strategis Pemda, konteks strategis

(entitas) PD, dan konteks operasional (kegiatan).

(3) Tujuan dalam konteks strategis Pemda ditetapkan

berdasarkan tujual strategis Pemda sebagaimana tercantum

dalam dokumen RPJMD.

(4) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) PD ditetapkan

berdasarkan tujuan strategis PD sebagaimana tercantum

dalam dokumen Renstra PD.

(5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) ditetapkan

berdasarkan tqluan kegiatan yang tercantum dalam

dokumen RKA PD.

Pasal 15
(1) Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan

pemahaman yang sarna mengenai kriteria penilaian dan

analisis atas risiko-risiko.

(2) Ikiteria penilaian risiko meliputi:

a. skala dampak risiko;

b. skala kemungkinan risiko; dan

c. skala tingkat risiko.

Pasal 16
(1) Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi risiko

yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan

pemerintah daerah yang meliputi tujuan strategis

pemerintah daerah, tujuan strategis (entitas) PD, dan tduan
operasional (kegiatan) PD.

(2) Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi kegiatan:

a mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat

pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber

risiko, dan dampak risiko;

b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam

daJtar risiko.
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Pasal 17
(1) Analisis risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai

dari suatu sisa risiko dengal mengukur nilai kemungkinan

dan dampaknya.

(2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (l)
suatu risiko dapat ditentukan tingkat risiko sebagai

informasi untuk menciptakan rencana tindak pengendalian.

(3) Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan:

a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;

b. memvalidasi risiko;

c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang

dibutuhkan; dan

d. menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Paragraf 3

Kegiatan Pengendalian

Pasal 18

(1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk
mengimplementasikan rencErna tindak pengendalian (RTP).

(2) Implementasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) meliputi

kegiatan:

a- pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara

lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur;

b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf 4

Informasi dan Komunikasi

Pasal 19

(1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan

telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif

dalam setiap tahapan pengelolaal risiko, sejak penilaian

kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko,

dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

(2) Pemerintah daerah menggunakan berbagai bentuk dan

sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam

melakukan pengelolaan risiko.
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Paragraf 5

Pemantauan

Pasal 20
(1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa

pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.

(2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang

mulai dari Kepala Daerah, Kepala OPD (Pejabat Eselon II),

Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III), Kepala

Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) dan Sub

Koordinator atau pejabat Fungsional sesuai dengan ruang

lingkup dan kewenangannya.

(3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah

daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada unit
kepatuhan.

(4) Pemantauan da-lam bentuk evaluasi terpisah dapat

dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab

pengawasan pengelolaan risiko meliputi audit, reviu,

pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 21

(1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko,

pemerintah daerah men5rusun laporan pengelolaan risiko.

(2) Laporan pengelolaan risiko meliputi:

a. laporan pelaksanaan penilaian risiko;

b. laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik

risiko; dan

c. laporan berkala pemantauan risiko oleh unit kepatuhan

internal.

(3) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 huruf a disusun setelah dilakukan penilaian risiko

yang terdiri dari penilaian risiko strategis Pemda, penilaian

risiko strategis (entitas) OPD, dan penilaian risiko

operasional OPD.
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(4) Laporan pelaksanaan risiko dibuat oleh unit pemilik risiko

disampaikan kepada Bupati, tembusan kepada Sekretariat

Daerah dan unit kepatuhan internal.

(5) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 huruf a dapat berupa dokumen penilaian

risiko/dokumen rencana tindak pengendalian.

(6) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan

secara triwulan dan tahunan, disampaikan kepada Bupati,

dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan unit

kepatuhan internal.

(7) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh Unit Pemilik Risiko

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat

entitas pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik

Risiko pemerintah daerah, sedangkan untuk tingkat strategis

OPD dan tingkat operasional OPD dikoordinasikan oleh Unit

Pemilik Risiko Tingkat Eselon II.

(8) l,aporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan

Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
dilakukan secara triwulan dan tahunan, disampaikan

kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.
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BAB TV

KETENTUAN PENUTUP

PasaT 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023 
NOMOR 33

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 1 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

             Ttd

ST.CHADIDJAH

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 1 Maret 2023
BUPATI KONAWE SELATAN,

             Ttd

SURUNUDDIN DANGGA
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI

KONAWE SELATAN

NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG PEDOMAN

PENGELOLAAN RISIKO DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intem Pemerintah, khususnya Bagian Ketiga Pasal

13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan

penilaian risiko; dan

2. DaJatn rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan

Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimalsudkan sebagai panduan dalam:

1. mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan
pemerintah daerah;

2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta

memantau aktilitas pengendalian risiko di lingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

TI. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penetapan konteks pengelolaan risiko

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah Kabupaten

Konawe Selatan dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah

Daerah, tujuan strategis (entitas) OPD, dan tujuan pada tingkat

kegiatan (operasional) OPD.

1. Pengelolaal Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan

mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tqiuan dan sasaran

strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen

Rencana Pemerintah Jangka Menengalr Daerah (RPJMD).

Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah

dilakukan oleh Bupati bersama Wakil Bupati, dibantu oleh

Kepala OPD selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemda di bawah
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koordinasi Sekretariat Daerah.

2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) OPD

Pengelolaan risiko strategis OPD bertujuan mengendalikan

risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis OPD

yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis OPD

(Renstra OPD).

Pengelolaan risiko strategis OPD dilakukan oleh masing-masing

Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit
Pemilik Risiko Tingkat Eselon II dan Unit Pemilik Risiko Tingkat

Eselon III dan IV dan Sub Koordinator atau pejabat Fungsional.

3. Pengelolaan Risiko Operasional OPD

Pengelolaan risiko operasioal OPD bertujuan mengendalikan

risiko-risiko prioritas atas tujuan dal sasaran operasional

kegiatan utama OPD yang tertuang dalam dokumen

perencanaan kerja tahunan OPD, seperti:

Pe{anjian Kinerja OPD (PK), dan Rencana Kerja OPD (Renja

dan/atau RKPD).

Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat OPD

dilakukan oleh masing-masing Pimpinan OPD bersama jajaran

manajemennya, dibantu sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat

Eselon II dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV.

B. Penetapan kriteria penilaian risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan

pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam

pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria

penilaian dan analisis.

Atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar

pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat

diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan

memerlukan respon penarg€rnan lebih lanjut. Kriteria peniaian

risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala

Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat

Risiko (Nilai Risiko).

1. Skala Dampak Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak
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risiko dalam skala lima dan dengan jenjang dan deskripsi

dampak sebagai berikut:

Kategori Dampak Stor Uraian
Sangat signifikan
/ sangat besar

5 Pengaruh terhadap pencapaian tujuan lelgrt
rlgnlfttan

Signifrkan / Besar 4 Pengaruh terhadap pencapaian tujuan ttnggl /
3lg''llllen

Sedang / Medium 3 Pengaruh terhadap pencapaian tujuan se&ng
Kurang sigrrifikan
/ kecil

2 Pengaruh terhadap pencapaian tujuan
rendah/ kurang elgnifl kaa

Tidat sigrifikan /
sangat kecil

I Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tldrL
slgnlfltaa

Pemerintah Daerah juga dapat menggunakan skala dibawah

dengan menggunakan operasionalisasi dampak yang lebih rinci.

2. Skala Probabilitas Risiko.

Kriteria penilaian terhadap tingkat atau

terjadinya skala lima dengan deskripsinya

terjadinya risiko adalah sebagai berikut:

kemungkinan

kemungkinan

Kategori
Danpak

Skor Operasional Dampak Risiko
Keuangan KinerJa Reputasi Hukum

Sangat Tinggi 5 Kerugian
sangat
besar

Kegiatan
terhenti,
tujuan
tidak
tercapai

Negatif,
tersebar luas
/ terpublikasi
di banyak
media

Pelanggaran
serius, terkena
sanksi
perdana/pidata

Tinggi 4 Kerugian
besar

Kegiatan
sangat
terhambat,
tidak efektif

Negatif,
tersebar/
terpublikasi
di beberapa
media
nasional/
lokal

Pelanggaran
serius, sanksi
administrasi

Moderat Kerugian
cukup
besar

Kegiatan
terhambat,
tidak efektif

Negatif,
tersebar/
terpublikasi
di beberapa
media lokal

Pelanggaran
biasa, sanksi
tertulis

Kecil 2 Kerugian
kecil
kurang
material

Kegiatan
terhambat,
kurang
ehsien

Negatif,
terdapat
pemberitaan

Pelanggaran
biasa, sanksi
teguran

Tidak
Signifikan

1 Kerugian
tidak
material

Hambatan
kegiatan
tertangani,
h:juan
tercapai

Ada
pemberitaan
negatif,
namun tidak
material

Pelanggaran
biasa, sanksi
lisan



TiIrgLat
keEungkirran

terjadiaya risito
Skor Uraiaa

Sangat sering /
hampir pasti
te{adi

5 Kemungkinan terjadinya risiko sangat sering
(lebih dari 7Oo/o atan lebih dari 7 ka.li dalam 1O
tahun)

Kemungkinan
besar / sering
terjadi

4 Kemungkinan terjadinya risiko sering (sebesar 51-
7Oo/o atau 5 s.d 7 kali dalam 10 tahun)

Kadang-kadang /
mungkin te{adi

3 Kemungkinan terjadinya risiko kadang-kadang
(sebesar 31o/o - 5Oo/o atau 3 s.d 5 kali dalam 1O
tahun)

Kemungkinan
kecil / jarang

2 Kemungkinan te{adinya risiko rendah/ kecil
(sebesar ll%o - 3Oo/o atau 1 s.d 3 kali da.lam 10
tahun)

Sangat jarang I Kemungkinan tedadinya risiko sangat kecil
(sebesar Oo/o - I lo/" atau 1 kali dalam 10 tahun

-2t-

Selain itu, Pemerintah Daerah juga dapat menggunakan skala di

bawah dengan menggunak€rn operasionalisasi probabilitas yang

lebih rinci.

3. Skala Nilai Risiko

Skala Risiko berfungsi sebagai dasar atau template untuk

penJrusunan Peta Risiko sekaligus sebagai salana untuk

membuat kesepakatan atas area risiko yarlg dapat diterima

(acceptablel atau area tidak dapat diterima (unacceptablel.

Skala nilai untuk Peta Risiko:

Kategori
kemungkinan

Skor operasional kemungkinan risiko
Kejadian tunggal Kejadian berulang

Sangat sering 5 Sangat sering, hampir
pasti tedadi
(probabilitas > 80%)

Dapat terjadi beberapa
kali dalam 1 tahun

4 Serling terjadi
(probabilitas > 607o s.d
80o/o)

Kemungkinan terjadi
sekali dalam 1 tahun

Moderat Kemungkinan te{adi
(probabilitas 40% s.d
600/0l

Kemungkinan terjadi
sekalida,laml-5tahun

Jarang 2 Kemungkinan terjadi
meskipun kecil
(probabilitas > 2O%o s.d
4Oo/ol

Kemungkinan terjadi
sekalidalam5-1O
tahun

Sangat Jarang 1 Sangat jarang terjadi
(probabilitas <20%)

Kemungkinan terjadi
sekali dalam 10 - 2O
tahun

Deskripsi Level
kvel dimulai
dari status

Penalganan Risiko

Ekstrim 5 Risiko tidak dapat diterima
Tinssi 4 10 Risiko tidak dapat diterima
Moderat 5 Risiko tidak dapat diterima

I

Sering

15
I
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Rendah 2 3 Risiko dapat diterima
Sangat Rendah I 1 Risiko dapat diterima

Pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan area yang menjadi

prioritas perhatian sesuai dengan selera risikonya atau preferensinya.

Dalam tabel di atas, area Ekstrim menunjukkan area yang

mempunyai sisa risiko yang sangat tinggi yang berarti membutuhkan

penanganan dengal prioritas yang sangat tinggi (risiko tidak dapat

diterima).

Selanjutnya, untuk area Tinggi dan Moderat menjadi prioritas

penangan€rn berikutnya (risiko tidak dapat diterima), pada area

rendah dan sangat rendah berarti dapat ditoleransi (risiko dapat

diterima).

Waltu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko

Waktu, tahapan, da:n pihak terkait dalam pengelolaan risiko, adalah

sebagai berikut:

- Komite
pengelolaan
Risiko

- Sekda selaku
Koordinator

- UPR Pemda
(Kepala
Daerah dal
Kepala
OPD/SKPD}

- Dokumen
Arahan
dan
kebijakan
penilaian
risiko 5
Tahunan

- Daftar
Risiko dan
RIP
Strategis
Pemda

1 Proses
pen)rusunan
RPJMD (Satu
tahun sebelum
RPJMD 5
tahunan
berjalan
s.d. RPJMD
ditetapkan)

Proses

P€nJ rsunan
RPJMD

- Arahan dan
kebijakan
penilaian risiko
5 tahunan

- Penlrrsunan
Risiko
Strategis
Pemda

Daftar
Risiko dan
RTP
Strategis
(Entitas)
OPD

Proses
pen)rusunan
Renstra OPD

Pen)rusunan
Risiko Strategis
(Entitas) OPD

Komite
pengelolaan
risiko

- Sekda selaku
Koordinator

- UPR Tingkat
Es. I
lEs.2
(Kepala
OPD/SKPD
dan
Kabag/ Kabid
oPD)

Proses
penyusunan
Renstra OPD
(Satu tahun
sebelum
Renstra OPD
berjalal s.d.
Renstra OPD
ditetapkan)

Komite
Pengelolaan
Risiko

Dokumen
Arahan dan
kebijakan
rrenilaian

Januari - Mei
Tahun 20lX-1

PenJrusunan
RKPD dan
Renja OPD

Arahan dan
kebijakan
penilaian risiko
tahunan

ItIo. Waktu
Tahapaa
aaqiemcn
Pemda

Tahapan
Peagclolaer

Risito

Pelaksana
Outtrtut

TaLapal
Pcngelolae

n Risito

2
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4 Agustus-
September
201X- 1

PenJrusunan
RKA OPD
(Penetapan
rencana
sasaian &
pagu
anggaran
per
kegiatan)

Pen)rusunan
Risiko
Operasional OPD

- Kepala OPD
- Unit Pemilik

Risiko
Tingkat Es 3,
4 OPD

Daftar
risiko dan
RTP
Operasional
OPD

5 Oktober
Tahun 20lX- I

Penlmsunan
RAPBD,
Perda APBD

6 November -
Desember
Tahun 20lX- I

Penyusunan
Rancangan
DPA OPD,
dan
penetapan
DPA OPD

Pengomunikasi
an Risiko dan
RTP,
Pen)rusunan
atau Revisi
KSOP
Pengomunikasi
an perubahan
KSOP

- Kepala OPD
Komite
Pengelolaan
Risiko

- UPR Tingkat
Pemda,
Tingkat
Eselon 1, 2,
3, dan 4
Sekda selaku
koordinator

- Perbaik
 N RTP

_ KSOP
- Notu.len

penSom
unikasi
an

- Finalisa
si
Daftar
risiko
dan
RTP

7 Januari s.d.
Desember
Tahun 2O1X

Pelaksanaan
APBD

Penlrusunan atau
Penyempurnaan
KSOP (Tindak

KSOP

lanjut RTP)

- Komite
Pengelolaan
Risiko

- UPR Tingkat
Pemda,
Tingkat
Eselon 1, 2,
3, dan 4

- Komite
Pengelolaan
Risiko
Kepala OPD
Pelaksana
Program dan
kegiatan

Bukti
pelaksanaan
KSOP

Pelaksanaan KSOP

Form
Monitoring
Risiko
Form
Monitoring
TL RTP

Berkala
(Triwulanan)

Pelaporan dan
monitoring
risiko dan KSOP

- UPR Tingkat
Pemda,
Tingkat
Eselon I dan
2, Tingkat
Eselon 3 dan
4

- Unit
Kepatuhan

- Sekda selaku
koordinator

No. Wattlr
Tahapaa

Uanajenen
Penda

Tahapan
Pengelotart

Rlrlto
Pel. L.rrra

Output
Tahapan

Pengelolaa
n Rlslko
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Pemantauan
kinerja, risiko,
dan efektifitas
KSOP yang
dibangun

Unit
Kepatuhan
Pengelolaan
Risiko

- Notulen
rapat

- Laporan
pemantauan
(triwulanan,
tahunan, 5
tahunan)

Juni-Juli
Tahun 20lX

Pen5rusunan
KUA PPAS
(Penetapan
sasaran
makro dan
pagu
anqgaran
Pemda)

Reviu dan
pemutakhiran
Risiko Strategis
Pemda.

Risiko strategis
Pemda akan diriviu
dan dimutakhirkan
s€tiaD tahun

Catatan:

- UPR Pemda
(Kepala
Daerah dan
Kepala
OPD/SKPD

- Sekda selaku
Koordinator

Daftar Risiko
RTP Strategis
Pemda yang
dimutakhirka

Agustus-
September
201X

Penyusunan
RKA OPD
(Penetapan
rencana
sasarErn &
pagu
anggaran
per kegiatan)

Reviu dan
pemutakhirarl
Risiko Strategis
(Entitas) OPD
Catatan:
Risiko stratesis
(entitas) OPD akan
diriviu dan
dimutakhirkan
setiap tahun

- Kepala
Daerah

- Sekda selaku
Koordinator

- Unit Pemilik
Risiko
Tingkat Es. 2
(Kepala
OPD/SKPD
dan
Kabag/ Kabid
oPD)

Daftar Risiko
RTP Strategis
(Entitas) OPD

Januari -
Februari
Tahun 201X+ 1

Pelaporan
Keuangan

Pelaporan
Pengelolaan
Risiko Tahun
20tx

- Kepala
Daerah

- Kepala OPD
UPR Tingkat
Pemda,
Tingkat
Eselon 2,
Tingkat
Eselon 3 dan
4

- Unit
Kepatuhan
Sekda selaku
koordinator

[,aporan
Pengclola
an Risiko
Tahun
201X

8

Laporan
Evaluasi
Pengelolaan
Risiko

9 Februari -
Maret Tahun
201X+1

Reviu APIP Evaluasi
pengelolaan
risiko oleh APIP

- lnspektorat
(APIP
Daerah)

Kepala
Daerah
Kepala OPD
Inspektorat
(APIP)
Daerah

Laporarr
Penilaian
Maturitas
SPIP

Penilaian
Maturitas SPIP

No. Walrtu
Tahapaa

[anqleaea
Pcnde

Tahapan
Pengelolao n

Rtrtlo

Pelaksar.a
Output

Tahapaa
Pengelolaa
n Rlslto
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III. PENGELOLq.AN RISIKO PEMEzuNTAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

KONAWE SEU,TAN

A. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan

adalah sebagai berikut:

Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan

rot ,ItPtlrcEtou x
t610

uIII9tM l,: t6:O
T( PTMOA

ut{II
,tti.lt[
R610

IL EltE 2

uil,rE tt
R610

tL tsr S

fia

d.&t p.d.

sl,b{, $n bd

Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut:
1. Bupati sebagai Penanggungiawab;

2. Sekretaris Daerah Koordinator penyelenggaraan;

3. Unit pemilik risiko (UPR), yaitu:

a. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah:

l) Bupati sebagai ketua;

2l Kepala Bappeda atau OPD sejenis sebagai koordinator

merangkap anggota;

3) Seluruh Kepala OPD (Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD,

Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala UPTD, dan

Direktur RSUD sebagai anggota);

b. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2:

1) Seluruh Kepala OPD yaitu Sekretaris Daerah (untuk Kabupaten

Konawe Selatan/ Kota), Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala

Dinas, Kepala Badan, Kepala UPTD pemerintah daerah dan

Direlrtur RSUD selaku pemilik risiko tingkat OPD sebagai ketua;
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2) Sekretaris OPD/KepaIa Bagian / Bidang yang menangani

perenc€rnaan pada OPD sebagai koordinator teknis merangkap

anggota;

3) Seluruh Kepala Bagian/Bidang/Irban pada OPD yang

bersangkutan sebagai anggota;

c. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3:

1) Kepala Bagian/Bidang, selaku pemilik risiko tingkat kegiatan

sebagai ketua

2) Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi atau Pegawai/Staf yang

ditunjuk untuk menangani perencanaal kegiatan pada OPD

sebagai koordinator.

3) Seluruh Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang/Seksi pada

Bagian/Bidang yang bersangkutan sebagai anggota

4. Komite pengelolaan risiko tingkat Pemda, yang terdiri dari:

a. Bupati sebagai ketua;

b. Kepala Bappeda atau OPD sejenis sebagai koordinator merangkap

anggota;

c. Kepala OPD yang ditunjuk sebagai anggota.

5. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit kepatuhan; dan

6. Inspektur Daerah sebagai Penanggungjawab pengawas€rn.

Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Konawe Selatan memiliki wewenang

atau tugas sebagai berikut:

1. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko berwenang

menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah;

2 Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan

risiko pernerintah daerah berwenang mengoordinasikan pengelolaan

risiko di lingkungan pemerintah daerah, yaitu;

a. Menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;

b. Membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko

misalnya surat menJrurat, undangan rapat, dan notulen;

c. Memfasilitasi proses penilaian risiko;

d. Kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.

3 Unit Pemilik Risiko (UPR), memiliki tugas sebagai berikut:

a. Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (nis/c assessment) atas

risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta

melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing.

b. Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan
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kegiatan sehari-hari.

c. Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan

peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-

masing, sebagai indikator peringatan drrri (earQ utarning indicatorl

dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa

yang akan datang.

d. Menyusun hasil penilaian risiko (risk assessment) untuk dilaporkan

kepada Unit Kepatuhan.

e. Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang

pelaksanaan pengendalian risiko.

f. Melakukan monitoring dan pengendalial terhadap pelaksanaan

pengendalian.

4. Komite Pengelolaan Risiko:

1) Ketua memiliki tugas sebagai berikut;

a) Menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko

Pemerintah Daerah;

b) menetapkan kebijakan penerapan Pengelolaan Risiko

Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko,

Matriks Analisis Risiko, level Risiko, dan Selera Risiko;

c) menetapkan Daftar Risiko, Peta Risiko, dan Rencana Tindak

Pengendalian (RTP) tingkat Pemerintah Daerah;

d) menetapkan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko

Pemerintah Daerah yarrg meliputi sosialisasi, bimbingan,

supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan

Pemerintah Daerah.

2) Koordinator memiliki tugas sebagai berikut:

a) men5rusun konsep petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Risiko

Pemerintah Daerah;

b) menyusun konsep kebijakan penerapan pengelolaan Risiko

Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko,

Matriks Analisis Risiko, l,evel Risiko, dan SeleraRisiko;

c) mengoordinasikan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko

Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan,

supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan

Pemerintah Daerah;

d) membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan

pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq
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Sekretaris Daerah.

3) Anggota memiliki tugas sebagai berikut:

a) membantu ketua dalam menlmsun petunjuk pelaksanaan

pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;

b) membantu ketua dalam men5rusun kebijakan penerapan

pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori

Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, level Risiko, dan

Selera Risiko;

c) melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan

Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan,

supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan

Pemerintah Daerah.

5 Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan bertugas memantau

pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan

pemerintah daerah dan perangkat daerah, yaitu:

1) Memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;

2) Memantau pelalsanaan rencana tindak pengendalian;

3) Memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan risiko;

4) Membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan

pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris

Daerah.

6 Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan berwenang

memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan

risiko pemerintah daerah, yaitu:

1) Memberikan layanan konsu-ltasi penerapan pengelolaan risiko pada

pemerintah daerah;

2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas

pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi

Pemerintall;

3) Melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap r€rncang

bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

B. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan

segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe

Selatan dengan tahapan sebagai berikut:
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Analisis Risiko i
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Kegiatan Pengendalian (3)

Dad.aptasi dai AS/ NZS: 2OO4

Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah, terinci sebagai berikut:

1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian

a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;

b. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui reviu

dokumen;

c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui Control Enuironment

Eualuation (CEE); dan

d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib / pilihan.

e. Pelaksanaan identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian menggunakan

form 1a sampai dengan 1c.

2. Penilaian Risiko

a. Penetapan Konteks/Tujuan

a) Menetapkan konteks /tduan dan pemilihan tujuan urusan

wajib/ pilihan yang akan dilakukan penilaian risiko;

b) Persiapan penilaian risiko urusan wajib/pilihan;

i. Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan risiko;

ii. Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.

c) Pelaksanaan penetapan konteks/tujuan menggunakan form 2a 2b 2c.

b. Identilikasi Risiko.

Pelaksanaan penetapan konteks/tujuan menggunakan form 3a 3b 3c.

c. Analisis Risiko

a) Melalrukan analisis dampak dan kemungkinan risiko dan memvalidasi

risiko pada form 4 dan 5;

b) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan

menggunakan form 6;

c) Men5rusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP):

i. Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan
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pengendalian; menggunakan form 7

ii. Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam

rangka mengatasi risiko; menggunakan form 7

iii. Menyelaraskan rencana tindalpengendalian;

iv. Menyusun r€rncangan informasi dan komunikasi atas

RTPmenggunakan form 8; dan

v. Menyusun rancang€rn monitoring dan evaluasi risiko dan RTp

meng4unal<an form 9.

3. Kegiatan Pengendalian

a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau
penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;

b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

4. InJormasi dan Komunikasi

Pengkomunikasian pengendalian yang dibangun.

5. Pemantauan

a. Pemantauan atas implementasi pengendalian;

b. Pemantauan kejadianrisiko.

c. Pelaksanaan pemantauan dilaksanakan menggunakan menggunakan

form 10.

IV. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah

daerah perlu menyrsun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa

Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko

Pemerintah Daerah.

A. Pelaporan Pelaksalaan Penilaian Risiko

Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis

pemerintah daerah, penilaian risiko strategis (entitas) OPD/SKPD, dan

penilaian risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko

atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan

Penilaian Risiko.

Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko

disampaikan kepada Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Sekretariat

Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.

Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat

strategis pemerintah daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Daerah dan

pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat



strategis (entitas) OPD dan tingkat operasional OPD perlu dibicarakan

dengan Kepala OPD dan pihak yang terkait.

Contoh bentuk laporan disajikan dalam Lampiran 7

B. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko

Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko dilakukan secara triwulanan

(Triwulan I, II, dan III) dan tahunan (Triwulan IV) oleh Unit Pemilik Risiko

(UPR), Unit Kepatuhan dan Komite Pengelolaan Risiko.

1. Pelaporan Unit Pemilik Risiko (UPR)

Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara triwulanan, dan tahunan.

Pelaporan untuk tingkat entitas pemerintah daerah dikoordinasikan oleh

Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat

strategis OPD dan tingkat operasional OPD dikoordinasikan oleh Unit

Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2.

Gambar 1

Alur Pelaporan Bertala Pengelolaan Risiko UPR

E
EBBEEg

ET E

Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi:

a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan

yang ditangani oleh setiap Unit Ke{a Triwulanan;

b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan

yang ditangani oleh setiap Unit Ke{a Tahunan.

2. Laporan Tingkat OPD, meliputi:

a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) OPD dan

Operasional sesuai dengan urusan yang ditanBani oleh setiap OPD

Triwulanan;

b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) OPD dan

Operasional OPD sesuai dengan urusErn yang ditangani oleh setiap

OPD Tahunan.

3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:

Laporan Tingkat

Pemerintah 0aerah

Laporan TinSkat OPO

Laporan Tingkat Unit Keria
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a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah

Daerah Triwulanan;

b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah

Daerah Tahunal.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan

kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit

Kepatuhan Internal.

2. Pelaporan Unit Kepatuhan

Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh

Kepala Daerah dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. Unit

kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko

pada unit pemilik risiko. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak

sebagai unit kepatuhan pada OPD. Pemantauan dilakukan untuk
memastikan setiaptahapan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai

dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian,

proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan

risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada

Kepala Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

3. Pelaporan Komite Pengelolaan

Ttrgas Komite Pengelolaal Risiko adalah:

1) Merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait

keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;

2) Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah

daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan

pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah;

3) Membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan

pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Kepala Daera-h cq

Sekretaris Daerah.

4) Menjadi fasilitator yang bertugas memandu instansi pemerintah

dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian risiko.

Fasilitator dapat berasal dari Tim BPKP, Komite Pengelolaan Risiko,

Inspektorat, atau pihak lain yang berkompeten.
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Dikaitkan dengan tugas-tugas tersebut, Komite Pengelolaan membuat

laporal triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaal pengelolaan risiko

yang disampaikal kepada Kepala Daerah c.q. Sekretaris Daerah.

BUPATI KONAWE SELATAN,

             Ttd

SURUNUDDIN DANGGA



Form L.a

CONTOH
REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN

CONTROI, ENWRONMENT EVALIIATION (CEE)
KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Setiap Uru5an telah dilaksanalan oleh OPD dan unit keria 4 3

3

3

34

3

Masing-masing pihak dalam organisasi EIah memperoleh
keielasan dan mernahami petan dan tanggung iawab masing-
masing dalam pengelolaan dsiko
P awai yang bertuBas di OPD merupakan Fgawai tetap

3

2 3 { 3 3

NO. PERTA}.IYAAN AUESIONER
IAWABAN RESPONDEN (R) SIMPULAN

XUOSIONER CEE
B D

PENECAXAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA MEMADAI
1 Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara

rutin dali pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan

moral dtl)

4 3 3 2 3

Memadai

Pe[rda telah m€miliki aturan Frilaku (misalnya kode etilr
pakta integritas, dan aturan perilaku pe8awai) ya.g telah

3 3 3 3 3 3 3

Memadai

Telah terdapat fungsi khusus di dalah instansi yang
melayaii pengaduan masyarakat atas pelangSaran aturan

4 3 3 3 3 3

Memadai
kode etik

3 4 3 3 3
Mcmadai

KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI MEMADAI

2

3

{

B

I Standar kompererLri setiap Fgawai/posisi iabatan telah
ditentukan

3 4 2 3 2 3 3

Pegawai yang kompeten Elah secara Epat mengisi 4 3 3 3 3 .3

Pemda blah memiliki dan menerapkan sEategi peningkatan 2 3 2 3 3 3 3
kom
Terdapat pelatihan Erkait pengelolaan risiko, baik pelatihan
khusus maupun p€latihan terinEgrasi secara berkala.

3 3 3 2 3 3

KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF

Pimpinan telah rtenetapkan kebiiakan pengelolaan risiko 2 3 3
Kurang Me,nadai

3Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian
dalarn pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan

3 3 4 3 3 3

Pimpinan merrbangun komunilasi yanS baik deaBan
anggota organiEasi untuk berani mengungkapkan risiko dan
secara te.bula menerima/ merggali pelaporan

2 3 3 3 3 2 3

masalah
Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk 3 4 3 3 3 3 3

Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras

dengan visi dan misi Pernda

3 -3 3 3 3

R€ncana/sasaran strabgis pemda Ela}l diiabarkan ke dalam
sasaran OPD dan tingkat operasioaril OPD (casradirS )

3 3 4 3 3 3

Rencana strategis dan rencana ke4a pemda telah 2 3 3 2 3 2

rGiko
Pimpinan berpEan gerta dan mengikutsertalan perabat dan 2 3 2 3 3

wai terkait dalam risiko
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN MEMADAI

z

3

{

c

I

2

3

-1

5

6

7

6

D
I 3 4

4

1

2 3

l 3

3

ae! !"k!. pg8FllqlyryEoi!4 odr,* (sementar4

3

2

kepadadikom unikasilan seluruhESFYA

Pelanggaran aturan perilalu/kode etit EIah ditindaldaniuti
s€suai l@taituan yang berlaku

3 3

KURANG MEMADAT

3

membe kan kgig!4ian arah pengplolaan risiko

informasi

rng!!t&q<a! lcEtja

It L M.d-



NO. PERTANYAAN AUESIONER JAWABAN RESPONDEN (R) SIMPULAN
KUOSTONER CEEtx2t3ta

b

+ Adanya trarspararEi dan ketepatan waktu pelaporan
pelaksanaan peran dan tinggung iawab masing-masing
dalam penBelolaan risiko

3 1 3 3 4 3

E PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGI,JNG JAWAB YANG 'ITPAT MEMADAI
I Kdteria p€ndelegasian wewenang Elah ditentulan dengan

Epat
P<ndetregasian wew€nang dan tanggung iawab
dila*sanakan Eecara tepat
Kewenangan direviu s€rara pcriodik

3 { 3 I

,l

3

3

3

3

2

4

3

3

3 3 3 3 2 3

F PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHATTENTANG PEMBINAAN
SUMBER DAYA MANUSIA

KURANC Mf,MADAI

t Pemda telah memiliki Kebtakan dan prosedur pengelolaan
SDM yang lengkap (seiak rekruhnen sampai
dengan pemberhentian ai)

RekmiElen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan
SDM telah d
lftsentif pcgawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan
kinera

E 4 t"!qh -"qElE-uEgjitudaya sadar risiko
edanya porberian rrarard dlarr,l aa" V""*n "rnt^s-pengelolaan risiko (Misalnya mernpertimbanglan
pertane8undawaban pengelolaan risiko dalam penilaian

3 .3

-3

3 3

2

3

2
2 3 3 3

3

.1

5

3

2

2

{

3

3 t

2

2

4 3

2

3

3

3 2 4 3

3

2

6
3 2 2 3 2

7
l '| 3

G PERWI'UDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERTNTAH YANC EFEK'I'IF MEMADAI
I lnspektorat Da6ah melakukan reviu atas efisiensi/

efuktivitas Flaksanaan setiap urusan/program se.cara

periodik

3 3

3

4 3 3 3

32 lngpektorat Daerah melakukan r€viu atas kepahrhan
hukum dan aturan lairmya
Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi
penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP

3 3 3 3 3

3

3

3

3 2 3

3

3

3

3

3 3

4 APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis

risiko-
Temuan dar saran/ rekomendasi pengarsasan APIP tetah

ditindaklaniud

3

3

3 3 3

3 3 3

H HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAM MEMADAI
I Hubungan ke4a yang baik dengan instansi/organisasi lain

yang merriliki keerkaitan operasional Elah Erbangun

Hubungan ke4a yang baik dengan instansi yang lerkait atas

fungsi pengawa-san/peemriksaan (inspektorat, BPKB dan
BPK) telah terbangun

3

3

3 3 3

4

3 3

3

3

2 3 3 3 3

Keterungan:
Kolom c diisi deargan

iawaban responden
Ket. Jawaban:

1: Tidak Setuiu/ B€lum ada/ belun dibangun
2: Kurang Setuiu/Telah dibangun/diteraPkan, alqn tetaPi belum konsisten

3: Setuiu/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, taPi masih bisa ditingkatkan

4: Sangat Setuiu/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi l,ain

Kolorr d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pe.tanyaan dan kesimpulan
tiap sub unsur lingkungan pengerrdalian Misal:
keimpuJan tiap pertanyaan :

"Menadai", apabil,a modus iawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai" apabila modus

iawaban responden adalah 1 atau 2 kesimpul,an sub unsur lingkungan pengendalian:

'M€ma&i', apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan "kuranS
uremadai" apabila terdapat simPulan Pertanyaan Pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai"

3

33

Terdapat evaluasi kineria pegawal dan telah
dipertimban8\an dalam pe!l!!"fg4-p*rg!!ril."
lnstaisi telah mengalokasikan anggaran yang
memadai untuk SDM

3

3



Form 1.b
Contoh

CEE Berdasarkan Dokumen
Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern

di Kabupaten Konawe Selatan

*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumberdata

Kolom c diisi dengan uraian kelemahanjika berdasarkan data yang ada merupakan kelernahan atau

kekrlrangan

Kolom d diisi dengan klasifikasi kelemahan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

Nama Pemda

Tahun Penilaian

: Kabupaten Konawe Selatan

:242i

No Klasifikasi
d

l - Banyak teriadi psrcopotan/mubsi peFbrt daeral kartia
tersangkut lasus hukun

Penegakan integntas dan nilai etila

Komitsnen terhadap kompetensi
-Pegawai b€lum ditempatkan s€suai dengan kompet€nsi dan
pengalaman

LHP BPK No. xxx tangllal
xxx t€ntang Hasil
PemerikE an BPK atas

F,f ektif itas Pengelolaan
S{mber Daya PB,

-Pem€rintah daerah belum mem iki strategi dalam pemenuhan
dan perdisEibusian SDM PBJ

Penyusunan dan pen€lapan kebiiatan yang
s€hat bntang p€mbin an SDM

-Kualifikasi dan kompetensi 'Ienaga PBI di Kabupaten Konawe
Selatan belum memouhi k.'butuhan

Komitmen terhadap kompetensi

-Pemqruhan tenaga PBI di belum memp€rhatilan tingtal
kebutuhan dalam p€mberian pelayaian tcrkait PBI

Penyusuan dan Fnerapan kebiialan yang
sehat tentang p€mbinaan sDM

SK lnspektur No. xx)(

tangral xxx t€ntang P(PT
InsFktorat

IiEp€ktorat Daerah belum melakulan audit kin€ria atas
p€nydengga.aan PBI dalam tinglat strateSis

Peran APIP yanS efekti{

4 LHP 8PK No. xxx ranggal
xxx lentang Hasil
Pemeriksaan atas Kineria
Penyelengga.aan PBJ

-Pelayanan PBI belum opumal dan terdaFat regulasi PBI tidak
beri an sebagaimam tr'6tinya K€p(mimpinan yang kondusif

Sumber Uraian
b



Form I.c
Contoh

Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern
Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Nama Pemda
Tahun Penilaian

Pemerintah Kabupaten Konav/e Selatan
2023

llasi, X.eviu Doksoren Haiil Survei Persepsi Siarpula.r P€nielasan
IIasil Uraian llasil Uraian

b d t I
1 Penegakan

integrita.s dan
nilai etika

Kurang
Memadai

Banyak teriadi
pencopotan/mutas
i peiabat daerah
karena tersangkut
kasus hukum

Memadai Kurang
Memadai

Banlak brjadi
pencopotan/mutasi
pejabat daerah karena
tersangkut kasus hukum

Komitmen
terhadap
kompetensi

Kurang
Memadai

PeSawai belum
ditempatkan sesuai

dengan kompetensi
dan pengalaman
Kualifikasi dan
kompetensi.

Kuraanfnya
komitrnen Pemda

untuk pemberian
kesempatan
pengembangan
kompetensi

Memadai Kurang
Memadai

Pegawai belum
diEmpatkan sesuai
dengan kompetensi dan
pengalaman

Kaurangnya angga.an dan
belaflia kegiatan untuk
peningkatan Kualifikasi
dalrn rangka memenuhi
kebutuian

3 Kepemimpin
an yanS
kondusif

Kurang
Memadai

Pelayanan pada
beberapa s€ktor
publik belum
optimal dan SOP
pelayanan publik
belum berjalan
sebagaimana
mestinya

Kurang
Memadai

Pimpinan belum
menetapkan
kebtakan
pengelolaan risiko
yang memberikan
kelelasan arah
pendolaan risiko
Rencana strategis
dan rencana kerja
pemda belum
meTlyaiikan
informasi
mengenai risiko

Kuranu
Memadai

Pimpinan belum
menetapkan kebijakan
pengelolaan risiko yang
memberikan keietasan
arah pengelolaan risiko

Pelayanan publik belum
be4alan optimal dan SOP
pelayananbelum berialan
sebagaimana mestinya

4 Struktul
organisasi
sesuai
kebutuhan

Memadai Memarlai

5 Pendelegasian
wewmang dan
tan8gung iawab
yang tepat

N{emadai Memadai

a a e h

2

Rearcana strategis dan
rencana ke4a pemda
belum mc,nyaiikan
infoma.si mengenai risiko



6 Penyusunan dan
Penerapan
Kebiiakan yang
Sehat tentang
Pembinaan SDM

Kurang
Memadai

Pemerinta]l
Kabupaten belum
memiliki suategi
dalam pemenuhan
dan pcndistribusian
SDM

Pemduhan tenaga
fungsional/ teknis
di Kabupaten belum
memperhatikan
tingkat kebutuhan
dalam pemberian
pelayanan

Kurang
Memadai

Pemda belum
mengintemalisa
si budaya sadar
risiko

Belum terdapat
pemberian
rewa.rd
dan/atau

Punishment
atas

pengelolaan
risiko (Misalnya
mempeftimban
gkan
pertanggungja
waban
pengelolaan
risiko da.lam
penilaian
kineda)

Evaluasi kineria
pegawai belum
dipertimbangka
n dalam
perhitungan
penghasilan
angSiuem

PenS@rbanSan
SDM belum
memadai

Kurang
Memadai

Pemda belum
dengintemalisasi
budaya sadar risiko

Belum terdapat pembedan
reward dan/atau
punishment atas

pengelolaan risiko
(Misalnya
mempertimbangkan
pertanggungjawaban
pengelolaan risiko dalam
penitaian kineqa)

Evaluasi kine4a pegawai
belum dipertimbangkan
dalam perhitungan
penghasilan
anggaran Pengembangan
SDM belum memadai

Pemerintah Kabupaten
belum memiliki sEategi
dalam pemenuhan dan
pendistribusian SDM
sesuai k€butuhan

7 Perwuiudan
peran APIP
yang efektif

Kurang
Memadai

Inspektorat
Daerah belum
mPlakukan audit
kine4a atas

Penyelenggaiaan
urusan Pelayanan
publik dalam
tingkat strategis

Memadai Kumng
Memadai

Inspektorat Daerah belum
melakulan audit kineia atas

Penyelenggaraan pelayan
publik dalam tingkat strategis

E Hubungan Keia
yang Baik

dengan Instansi
Pemerintah
Terkeit

Memadai Memadai

Keterongon:
Kolom a diisidengan nomor urut
Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom d diisidengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen Kolom e diisidengan

simpulan hasil survei persepsi

(olom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi

Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan

survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan professional judgement untuk

menyimpulkannYa

Kolom h diisi dengan uraian kelemahan



Form 2a

CONTOH
PENETAPAN KONTEKS RISIXO STRATEGIS

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

Nama Pemda

Tanun P€tdlaian

Pgiode yang dinilai

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Pmvinsi Sulawesi Teng{tara

WZ
P6iod€ RPIMD Tal$n 2021-2026

Sumber Data : RPrMD Kabupat€n Konawe Selatan Tahun 2021-2{
Visi

Menuiu Konawe Selatan yang sejahbra, unggul dan amanah berbasis pedesaan

Misi Strategis RPIMI)

1. Melanjutkan PengeEbangan SDM
Z Penguatan dan Fngsnbangan perekc,nomian bsbasis p€d€saan yang indusiv€ dan bgk€laniutan
3. Penguatan Tata lclola P€merintahan dan Keuangan Daerah
{. PenS6lbangan hfrastrultur Dasar dan Wilryan untuk menoFang konektivitas

P€netapa. konteks Misi Risiko
Strategtu Pemd. 4. Pcng€mbangan Infrastruktur Dasar dan Wilayan untu1( menopanS konektivitas

Tujuan StrateSis RPJMI)

Tuiuan r Meningratln Kualitas Hidup Manusia
Tupan 2 Meningt rkin Pertmbulu,r Ekonomi
Tuiuan 3 Meninglat*an Tala Kelola Pemerintahan yang Baik
Tujuan { MeninSkatkan Pengelolaan Keu.ngan dan Aret Da€rah

lrilen s Me ngl@tkan lnftasr,'tHllr Da9at wilaUah

Penetapan Ko.teks T uiuan
Rilil(o Sffi€Atu P€mda Tujuan 5 Maningkatlan lnfraitruktu! Dasar Wilayaft

Sasaran ITPJMD

Sasaian 16 : Meningkatnya l,em€rataan Pembanguian antar Wilayah yang merldotun8 prcdultivitas sektor
utama dan sektor pendukung

SasarsnlT Meningkltnta konektioit s Wilayah Pedcsaan srrte kctahtnafl sosiol ekolot ti dan lingtungan
ped6Mn

P€netapan Kontek3
Sararer Risiko Str.t€gis

Sasaran 17 Meningkatnya kon€ktivitas Wiliyah Pedes.n

IKtJSrs.an RPIMt)
Indrks Dcsa M€rnbangun

P€n€t3pan konteks IKU Risiko
Str.teetu PeEda

lndets Desa Membangun

Prioritas pembangunan dan
proeram unggulan

ProSram adminbtrasi pemerintahan D€sa
Program p€drb€rdayaan lembaga keEusyarakata4 limbaga adat dan masyamkat hukum adat
Bogram penyelenggaraan lalu lintas dan anglutan jalan (LLAJ)
Progran pengelolaan pelayaran
Prograft psrg@'b6ngsr Perurahan
Program P€ngelolaan Sunlbq Daya Air (SDA)
Pmgram pengelolaan dan pm8€mbangan system p€ny€diaan air minum
Program pengelolaan dan pengembanSan systcm air limbah
Program p€ngelolaan dan pengembangan syslEm drainase
Program penataan bangunan gedung
Pm gn n Peft y e laga,s an I o l" fl
Pmgam Kaw?san PermukirBn
Pio8ram paing*atan Prasararu, Sar_aia dan Utililas Umum

tl.usan Pem€rintahan
Daetah

Urusan Pem€dntah Waiib yang M<aitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang

Nama Dinas lerkait

I)inis
DitE Pemberdayd Masvar.kat d D€sa

Diul Petumhan dm Krwaen Pemukimm

I uiuan, Sasaran, IKU dan
Itogam vang akan dilakukan

Iuiu.n 5 Meningkatkan Inkastsuktur Dasar wilayalt
Sasaran 17 Meni.gkats'ya konektivitas wilayai Pedesaan serta ketahanan soGial ekonomi dan lingkungan

IKU Sararan lndeks Desa Membangun
Progr.ll P€nyelenggaraan lalan

Kabupatm Konawe Selata4
Eupati

2023

I



Form 2.b

coNfoH
PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS

OPD

Narrra Pemda

Tahun Penilaian
Pe ode yang dinilai
Urusan Pemerintahan

OPD yang Dinilai

: Pemerintah Kabupaten Konav/e Selatan Provinsi Su.lawesi Tenggara
:2O23

: Periode RPMD Tahun 2021-2026

: Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Pekeriaan Umum
dan Penataan Ruang

: Dnas PUTR

Sumtx'r lla ta Rancalgan Awal Rensha Dinas PU'['R Kabupaten Konawe selatan
Tujuan Sbategis Menhgkatkan hfrastruktur Dasai Wilayah

Sasa&n Stralegis Meningkatnya konektivitas Wilayah Pedesaan serta ketahanan sosial ekonomi dan lingkungan
pedesaan

IKU llensha OPD IKU 2023
1 Persentase jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam

wilayah Kabupater dalam kondisi mantap (%)

2. Luas lrigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%) 12

3 Persentasc rumah tangga pengguna air hr6ih (%) er ro
4 Persentase pelayanan air minum melalui SPAM jaringan perpipaan

dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap ru.mah tangga (%)
43,42

I Ruang terbuka hiiau per satuan luas wilayan ber llPL/I IGB (%) 50

6 Persentase Pel,ayanan jasa konshuksi @rang) 100

7 Perc€artas€ RuEEh targga yang memperoleh layanan pengolalun air
limbah domestik (%)

563 kk

lnformasi lain

Tuiuan, Sasaran, IKU
yang akan dilakulan
penilaian risiko

Tuiuan Strategis :

Meningkatlan lnfrastrultur Dasar Wilayah

Sasaran Strategis:
Meningkatnya konektiwitas Wilayah Pedesaan serta ketahanan sosial ekonomi dan tinSkungan
pedesaan

IXU Skategi8:
jalan yang rrenghubungkan pusat-pusat kegiatar dalam wilayah Kabupaten dalam kondisi
mantap

Dst
Kabupaten X\ Z, ... -... 2OB

Kepala Dinas PUTR



Form 2.c

COIVTOH

PENE"TAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda

Tahun Penilaian

Periode yang dinilai
Urusan Pemerintahan

: Pemerintah Kabupaten Konawe Sel,atan Provinsi Sulawesi Tenggara
:2023
: Periode RPJMD Tahlurl202^l-2026

: Urusan Pemerintah Waiib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan
Umurt dan Penataan Ruang

: DinasPUTROPD yang Dinilai

Sunrber Data Renia DinasPUTR Tahun 2023
'fuiuan Sbategis Meningkatkan lnfrastruktur Dasar Wilayah

Program Dinas PUTR
(Renia 2023) dan
Kegiatan Utalrla

Prografi:

Pembangunan Jal,an dan Jembatan
Kegiatar Utama:

Pembangunan dan Peningkatan Jalan Aspal

Keluaran/ Hasil Kegiatar 1. Panjang Jalan yang Dibangun 25 km

2. Paniang jalan yang Direhabilitasi l5 km

3. Paniang Jalar yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin 5km

4. Panjang iembatan yang dibangun 20m

5. I)anjang iembatan yang dilakulan rehabilitasi 25m

lnJormasi Lain
Kegiatan, dan indikator
keluaran yang alan
dilakukan penilaian
risilo

Pembangunan Jalan
Keluaran,/ Hasil Kegiatan Paniang jalan yang dibangun
lndikator Keluaran:

Ierlaksaaanya Kegiatan

KabupatenxYz, 2023

Kepala f)inas PUTR



Form 3.a

Contoh Fonulit Xert E Ke,ia
Identifikasi Risiko Strategis Pemerinrah Daerah

Nama Pemda

Narha OPD
Tahun Penilaian
P€ ode yan8 dinilai
Urusan Pemerint han

Pernerinlah Kabupah Koruwe Selatan

Dinas tuk€riaan Umum dan Tata Ruang

xD2
P€riode REMD (Iahun 202r-2026)

Urusan Pemerintah Waitb yang berkaitan dengan Pelayaiun Dalar BidanS Pekeriaan Umum dan Penaraan Ruang

Tuiuany'sasa.an
skate$y't,roEram

lndikator
Kineda Kode

Risiko
Pemilik Sumber Uraian Pihak yang I eltena

a d ( G h i k

Sasaran 17r MeninrJetnya
konektivitas Wilayah Pedesaan
serta kelahanan sosial ekonomi
dan lingkungan pedelaan

Indeks Desa
Membangun

Keterlambatan p€laksanaan
p€kerjaan

RSP.23

.m.20.

m

KcpDla
Daorah

Monitoring dan
pengawarEn pekeriaaan

C Penarnbahan biaya kualitas
pekerj.an tidrr s€suai
re4adi pelanggaran konh-ak

Kepata Daeran

Maiyara*rt
OPD Terkait

hogram Penyel€nggaraan Jalan Kualitas hacil pekerhan tidal RSP,23

.03.20.

20

Kepala
Daerah

Monitorint dan
penSawasan pelakanaan
p€keriaan kurans

P€latlaru pekeriaan tidak

C Berkurangnya Masa
manfaat haiil pekeriaan

Kepala Daeralr

Ma6yaral(at

OPD Terkait

Keteransarl
Kolom a dibi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan tujuan stsategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPrMD/Rerurra
Kolom c diili dmgan indftalor kineria tuiuan stralegis
Kolom d dusl dengan utaian pe.lsdwa yang herupalGn risiko
Kolom e dtbi dengan Kod€ risiko
Kolom f dilsi dengan Pemiltk risiko, pihak/unit yang b€rtanggun8 iawabl berkependnSan ulrn l rnengeloia risrko

Kolom h di,st derSan sumber risiko (ekecmal/lntern t)
Kolom i dtiei dengan g iika unit k€ia mampu unruk mengendalkan penyebab ri6ilo, atau UC iika untt kerja tidal mampu men8endalikan risiko

dan Hutum
Kolom k diisi dengan pih6i/unit yang merdaita/berkena dampak iika risiko benar-benar Eriadi

Scbab *'l
I

t-.
lruluan StrateFs yemcla 5:

I ue"ingtu*u"
lhJrastrurtur oasr
lwiuy"r'

I

I

I



Form 3.b
Contoh Formulir Keftas KerJa
ldentifikasi RiBiko Strategis OPD

NamaOPD

Tahun Penilaian

Penode yang dlnilai
Tuiu.n Stralegis

Urusan Pemerintahan

P€mnint h Kabufraten KoEwe Selaian

Dlnas PUTR

zt)2
Periode Rdsrra (tahun m21-2025)

Mdingtatkan lrfrasbuktur Das wlayah
Uruian Pemerintah Waiib yanS berkaitan dengan Pelayanan DaEar Bidang Pekeliaan Umum dan Penataan Ruang

No TsiurlYsa6ed Shit€gi6 tndtk tor Kine'ja
R s

Q(JCU Ptlut yrn8
Rl3iko

d I c h I j

I
Tuiuanr Meningkatkan
InfrasEuktur Dusar Wilayah

Saiamn Shategis OPD:

Me.ninglatnya konektivitas
Wilayah Pedesaan seda
ketahanan sosial ekonomi dar
lingkunSan pede6aan

Pers€ntase ialan yang
menghubunglan pusal-Pusat
kegiatan ddaln *ilaya}l Kabupaten
dalam kondisi mantap (%)

Luas Irigasi Kabupaten dalam
kondisi baik (%)

Pe$entas€ r1lrlah tangga pengguna
air basih (%)

Perseniase pelayanan air minum
melalui SPAM jaingan perpipaan
dan bukan iaringan perpipaan
terundungi t€rhadap ruma]r langga
(%)

Ruang tffbuka hiiau per satuan luas
wilaya]' ber HPL/HCB (%)

Persentrse Pelayananiasa korBtrulsi
("'""8)

Persentase Rumah tangga yang
memperol€h layarun pengolahan air
ltmbah domestic (%)

penyelesaian pekerjaan

RSO.23

.m.m.
m

Kepala
Dirlas
PUTR

Monitonng dan

PenSawsan
pelaksanaan

Pekedaan
kurang optimal;

C I'jenambahan biaya, kualilrs
p€kerjaan tidak sesun,
pelanggamn kontrak

Dha3
PUTR
Masyarakal

Terganggunya
kenyamanan masyaralat
yang berada di sakitar
prcy€k/ pekerjaan

RSO.23

.m.20.
m

KepaIa
Dinas
PUTR

dokumen AMDAL
lidak kompreheruif

C Polusi udar4 polusi suara,
k€rusalGn propeti masyarakat,
aks€s terganggu

Dinas
PUTR

U

B

I

I

I

I

I



Kolom a diiii denSan nornor urut
Kolon b diisi dengan tuiuan sEarcais u'u5.n wajib s€bagai maia bercantum dalam RPJMD/ Renstra
Kolom c d si dengan indibror klrleria tuiuan rtrrtegis
Kolom d dtisi dengan uraim p€rlsdwa yang merupak.n dsiko
Kolo6 e ditsi dengan Kode rblko
Kolom f dnd dmgan Pemtlik rblkq pihak/ unit yang b€rtanggung ,awab/ berk€pentingan 

'rntuft 
mengeloh risiko

Kolom h dlbt dmgan sumber rbiko (etsterrEl/intemal)
Kolon t diili dengan C, ii*. unit keria ru[rpu untuk meng€ndalikan penyebab risiko, atau UC iika unil keria tidat rnanpu menSendalikan .isiko

r.obm k diisi dmgan pihak/unit yang menderita/terkeia dampakiika rtiko b€.ar-ben r teriadi



Form 3.c

Contoh Formuh xenas K.r)e

ftme.hrah Kabupahn rsEe S€lrtm
DiB PUTR

w2
82
Menlngkat*an Inf r8trukhrr Da8ar Wtlayah
MenlryLhya toDldvita wlLyah Ped!8r.n eert letlh.tu si.l .loMi dd Lingrut Fdee
Urusan Pem€finlah Waiib yanS berkaitan denSan Pelayanan Dasar Bidang Pekeriaan Umum d6n Penatarn Ru6ng

c/uc Plhrt ye![

i I

P6,asu!u Dolae! Pemilihan yarS
kur.ng cemat, tid.k kosisre dm
tidat 56ui denSan karatt rinil

ROO23.03.

20.20 PUTR/ Kep.li
UKPBJ

PotF l'ehilih.n Ku.ng
Konp€te. dalam hen}lsun
Dokumen Pemiuhan yalg slai
denSan karakterigti& peleiaan

C 1. rcSuangm Fbksll6

3. s.nssrh/sugatan/pen8.du

Reviu (Kaii ulanS) dolumen Fbiapan
Fngadd y c membltlilrn waltu

ROO23 03

20.20

UKTBI

1. Dolumen peEnpan
pengeden ddi PPK yug terdin
ddi Sp.lifilai Tekris/ KA(
Harga lbrlirad Sendni @Ps),
RaM.nBan KolraL dU ma8ih
belud suaj d€ngm t@ientus

unltdanS.n *hingSa perl!

2. Kuran8nya pengetahun PPK

dalam menyueD dolumen
peaiapan pergad@ yanB sEi
deqa k.tentue pe.atura

C waltu Flalelld pqSaden
b.r"n€,/i6a heniadi tebih

Dil@ukrr lndilasi atau Bulti adanya
prald€k KKN p.net6pan p€nenaDg

ROO,23,03,

20.N PUTB/ Kepala
1. Adanya .tat atau kGempatan

il.d pih.k tdlait untuk
Delhh! KKN utuk
me poroleh keutunS
pnb.diat u LeloEpol

2 Adany. FnyatahS@n
jabaran guna dgintetudFl
pj@r pemiliha! penyedi.

tclntlrg.n pdbadi at u

3. konnil tep€ntingan elara
pelatu .l& pe*rta t ndd

c 1. S.nr6i hulum l&ena d.pat
moyeb.bkln ketugid
k€udgan ne8da dm Sanki
il.Itar Nt m baSi pBerta sul
tereltua per.tlru
PerundanS-dd.ngd

3. PengSatiin pokir pemilihan
I Waltu pelak ana.n lender

Kolon ! dlbi dengu nomor @t
l<olon b dtld dergd klSlaraD turl8 re8bt!,! da ,.rann kegl,.ran *bag.ihua t€Ent@ dat d RKA sKpD
Koloh. dlisidenSe indirtor kiEi. tuile/s&d.n te8t uIt
Kolom d dibi denai.r trh.p.r Lsiat r
Kolon e dbi derye ud.r Frbtiwa yarg metup.lan .i6tko
Koiorn f diirl dengan Kode rlBiko
Kol,om 8 dbt dmSd Pe Uik rbito, plhal/urnt yang bst rytuS Fw6b/ belr€pentlngan 6tul mengeloL rirlko

Kolod i dihl denS smbs d!&o (er!t€ Ml/inter.ar)
(obn 

i dti5 dot C, it, t nlt rsrjr Indpu utuk 6en8.nd!Xl,t penrd.b rolto, .tau UC iit rit t<Eir tidik ndpu matod.lilar Fnyeb6b .b[o

KoloE I dlili dago plhrl/ut t ym8 audertt!/n*er'! dchp.k Jikn rh&o bsulbe@ tcrjadi

I

I

I

I



Contoh Formulh Kqlas Keda

Hasil Analisis Risiko

Ketemngan:
Kolom a diisi dengan noElor urut
Kolom b diisi dngan risiko yang teridentfikasi sesuai lamptuan 6a dan 6b
Kolom c diiei dengan kode risiko sesuai lampi.an 6a dan 6b
Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rataa-ratal modus skala dampak yang dib€dkan pes€rta diskusi
Kolom € diisi dengan skala kemunSl.inan berdasartan perhilungan rata-rata/ modus skala keinungkinan yang dib€rikan peserta diskusi
Kolom f diisi d€rgan hasil perkalian anrara slala dampak dan skala kemungkinaD

Form 4

Tujuan Strat €ig

: P.m.rint }I (abupat6 l(@a*e Selaran

| 2022
: MeniDakatkan Intastruktu Dasa! Wilayah
i Urusar Pem€rintalt wqtib yaru trcrkaita. deb8ao FelarqDan

Dasar Bi&rU Pckajaan UmuE dan Penatasn Rusns
Utusn Peh.nnt3tm

No 'Rtatlo" yaEg TGrtdG attf,kr.l Xod€ Rktko
ArdistB

atala
DamDrL*

SbIe
KemuagE&c!

Skar!
Rl6tLo

b d f=dxe
I Risiko Stratesis
1 Keterlambatan pelaksanaan pekeriaan RSP.23.03.20.20 1 3 t2

2 Kualitas hasil pekerjaan tidak memenuhi standar RSP.23.03.20.20 .l I

II Risiko Skatesis OPD 1: l)inas PLrfR
I Keterlambatan pclaksanaan prekerjaar RSO 23 03 20 20 .l 12
,)

Terganggunya kenyamanan srasyaralat yang berada di
sekitar proyek/ pekerjaan

RSO.Zi.03. 20.20 3 9

II Risiko Ooerasional OPD 1: Dinas PUTR
1 Pen usunan Dokumen Pemilihan yang kurang cermat, tidak

konsisten dan tidal sesuai dengar karakteristik pekerjaan
konstruksi

ROO.23.03.20.20 + 3 I

2 Reviu (Kaji Ulang) dokumen persiapaa pengadaan yang
membutuhkan waktu lama

ROO.23.03.20.20 .1 2 8

3 Ditemukan Indikasi atau Bukti adanya praktek KKN ROO.23.03.20.20 5 2 10

3

I

I

I



Contoh Fotmulfu Kettas Kerja

Daftar Risiko Prioritas Form 5

Nama Pemda
Tahul Penilaian
Tujuan Strategis
Urusan Pemerintahan

: Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
: 2l}22
: Meningkatkar lnlrastruttur Dasar Wilayah
: Urusan Pemerhbah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang

l{o Ri.tto Prlorttaa Ibdc Rtltlo St li
Rtilo

Pclntltl
Rt tlo P.ryGbrb DaEplr

d f a
I RrrILo SEategt
I Ketedambatan pelak8aaaan

pekerjaan
RSP.23.03.20_20 72 kpara

Da€rah
monitoring kumng memadai; PenaEbahan biaya, kualitas

pekeiaan tidak Besuai,
pelaiggaraJr kontrak

2 Kualitas ha-sil pekerjaslx tid.ak
memenuhi standar

RSP.23.03.20_20 t2 Kepala
Daerah

Eonitorila kurang meEmdai;
Pela.Lsana p€kerjaan tidak

Berku.angnya Masa m,nfa,t
haEil pekerjaan

II RLllo Strategta OPD 1

I K.terlambaten pelakssnaan
p.kerja,an

RSO.23.03.20.20 t2 Kepala
Dinas

monitorin8 kurana mcmadai; Penambahan bia:ya, kualitas
p€kerjaan tidak sesuai,
Dela,Essaraa koEtrak

IU Rtltto Op€n toad OPD 1: Dtar' PUTR

1 Penfrsunan Dokumen Pemilihan
yBna kurang cermat, tidak
konsistetr d€n tidak s€suai dengan
ksrakteristik peke.jaan konstruksi

ROO_23.03.20.20 I2 Kepala
Bidang
Bina
Marea

Poba Pcmilihan Xurang
Kompetcn dalan menyrsun
Dokumen pemirih,n yang
s€suai dengaa karakteristik

t.Kegamangan petaksanaan
pemilihan;
2-Gagal t€nder;
3-Sanggah / gu gatan/pelleadu

Keterangan
Kolom a diiri dflgan nomor urut
Kolom b diiii dengan ririko priGitas
Kolom c diisi d€ngan kode riiiko
Kolom d diisi dengan sl€la risi*o (sesrai lampiran 4
Kolom e diisi dengan pemilik nsiko sesuai tlmpiran 6a dan 6b
Kolom I diisi dengan p€nyebab sesuai t.ahpiran 6a dan 6b
Kolom g diisi dengan dampak sesuai d€n8an Lampnan 6a dan 6b

I



i{.m. PenE intah Daerah : P€merilltah }(abup.t n XYZ

Tahun Penilaian | 2022

Rencatu Tindak f€rbailan
Litrgkurg.n Pengclrdrli.n

Penanggung iawab Taryetwaktu l€(y€le6aian

b

I P€tteg.Ian rntegritas dan Nilai [tila
I Banyak terjadi pencopotan/mu l"asi pejabat

daemh kar€na t€manglrut kasus hukum
tuulisis/kaiian kclemahan
p€ngendalian kepatuhan hukum

Triiilrlan M023

II Komitm€n Terhadap Kompetensi

I Fegawai belum dit€mpatkan s.:suai d€nBan
kompetensi dan D!'n :alaman

PenyusurEn peta kompetensi dan
Derbaikan SOP DenemDatan Derawai

tsK]sDN{ I n*dan tV 2023

2 Kualifikasi dan kompetenei Psla-ksala
Pengadaan di Kabupaka XYZ bellfn
m€menuhi kebutuhan

Rekuitmen P€iabar Fungsional PBI
dan pelatihan terkait PBJ

Dinas PUTR/LIKPBj Triwulan IV 2(}23

tIl K€pemimpim yang kondusif
I Pimpinan b€lum menetapkan kebiiakan Pen,'usunan kebijakan pengelolaan

rbiko
S&da TriRulan lV 2023

l R€rrana lirat is dan rei.alta k€rF pemda

belum inenyaiikan infomasi mengEnai
P€nilaian risiko rencna strat€gis dan Sekda, Bappeda Tna1lbn M021

3 Pengadaan Barang Ja3a tidak s€suai Evaluasi pemb€rim layanan dan
Lepatu]'an regulas

Iri*1Jan IV m23

lv Penfrsunan dan Penerapan K€biiak n yang Seh,at re*rng PeErbin,d SDM

l Perida belum menginrernalisasi budaya SGialisasi budaya risiko pada *tiap Setd. Setiap bulan

Belum t€{dapat pembedan reward
dan/atau Punishm€rd atas pengelolaan
risito

Kaiian rancanSan fEmb€rian reward
dan/atau punishmqt atas pengelolaan

BKIIiDM Triwulan lV 2023

3 Evaluasi kin€.ta pegawai belu
dipertimbangkan dalam perhitun8an
D€nehasilan

Kaiian rarranSan perhitunSan hasil
kir'€rja terhadap penghasilan

BKIsDN'I 1 riwalan lV 21123

4 Anggara. p€ngehbangm sDM bellm Icbil*an efisiensi penggunaan
Anggaran

BKIIiDM Tnwulan lV 2023

5 Pemerintah Kabupaten xYZ belum
memiliki strated dalam pemenuhan dan
psdistribusian SDM PBI

Penyusuiun strategi pemenuhan dan
p€ndistribusian SDM PBJ

Dinas PtjTR/ LIKPBJ Triwulan lV a)?

Perwuiudan Peran APIP ya.B FJekif

I
lnsFktoEt Daerah belum melakulan ardit
kin€ia ata3 penyeleng+rarn PBJ dalam
tingkat strategis

Perbaikan prosedur p€ngawasan

kine+ dan Penl1lsunan PKPI
Iri*dan lV 2023

l(ete6ngan
Kolon a diisi deogan noobr urut
Kolorn b diisi dengan kondisi lingkungan pengendafian yary kurang rnsnadai
Kolorn c diisi deqgan Xrbaika! yang akan dilakukan
Kolotrr d diisi dslgan pilEt/uflit peianggungjawab uduk menyelengSarakan kegiatan penSendalian Kolc,rn e diisi dengan tatget waltu pqryelesaian RTP

Contoh Fomulit KorlEs Keia

P€nilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Kordisi Lingk$grn Pengcndrliao yaltg
Kurang M€Eadai



Formulir Koitas Kerja
Penilaien ata8 Kogiatan Peng€ndalian yang Ada dan Maaih Dlbutuhlan

(et€ranSan
(olom a dllsldengan nomor urut
(olorn b dllsl denga n .lrllo prlorltas
(olom r dllsldengen lode rlsllo

Kolom d dllsidengan u.alan penSend.llan-pentendallan yant sudah ada/t€rpasang. A8ardlungkaptldak hanya nama 50P nya, Contoh SOP Pemellh.ra.n: Gedung
dlberslhkan2tallseh.rl.

Kolom e Diisidengan alasan tldak €fektif:

l1) Xebliakan dan Prosed ur penS€ndalaan sudah dllaku kan, na m un belu m ma mpu menangani rlslko ya ng teradentitlkasi,
(2) Prosedur pengendalian b€lum/tldak dapat dlla ksanak! n,
(3) (€bUaka n belu m dlikutl denBa n prosedur baku yans jelas,

(4) xebUakan dan prosedur yanS ada tldak sesu.l de.gan p€ratu ra n d latasnya

xolom fdiisid€nt.n pengendallan yang masih dib!luhkan
Kolom gdaisidensan plhat/unit penangSun8jawab untukmenyelenggarekan legiatan pengendalian

Kolom h dlisidengan target waktu penyelesaian RTP

TuiuanSEatetis

: PelEill.h K.bup.ten XrZ, PEvlEi ABC

| 2023

: Menin8Latkan lnflrBkuldur Dasar Wilay.h
: Urur.n Pene.intah Waiib yang berkritan denaan P€layan.n DaB.r Bidana Pekeriaan Ulrum drn P€n L.n Ruans

Risiko I'rioritas Risiko
Ural.n
Pengenddlan

,,rnt Sudah Ad.
')

Celah Peng€rdnlian Pen8cndalian

Pem iV
Penangungg

,awab

TarSet Waktu
Penyelecalan

b d f H h
I Risiko Shatcsis
1 Keterlambatan pelaksanaan RSP.23.03 20.20 S()P PBJ l'ro*dur pongendalian

tidak dapdt dilaksanakan
Evaluasi atas implementasi
SOP PBJ yang sudah ada

Kepala Daerah 'lriwulan I 2023

2 Kualitas hasil pekerjaan tidal
memenuhi standar

RSP.23 03.20.20
Syarat Syarat
Umum Kontrak

Pros€dur pengendalian tidak
d apat dilaksanakan

Evaluasi atas implemmtasi
Syarat syarat umum kontrak

Kepala Daer.h Triwulan I 2023

II RiBiko Strategic Dina8 PUTR

1 Keterlambatan pelaksanaan
pekeriaan RSO 23.03. 20,20

SOP PBI Pros€dur pengendalian
b€lum dilaksanakan

Evaluasi atas implementasi
SOP PBI yang sudah ada

Kepala Dinas Triwulan I 202-l

It Risiko Opcr.sional Dina6 PUrR

I Penyusunan Dokumen Pemilihan
yang kunng cermat, tidak
konsisten don tidak sesuai d€ngan
karakteristit pekeiaan konstruksi

ROO.23.03.20.20 Permen PU PR

N_omor 14 tahun
2020

Prosedur penSendalian
belum dilaksanakan

Rekruitm€n Peiabat

Fungsional PBI dan
p€latihan terkait PBJ

Kepala Bagian I riwulan I2023

I



Form 8

CONTOH
PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

: Pemerintah Kabupaten XYZ
| 2021
: Meningkattan I nfra6tluktqr DaBarWilayahStrategi6

1

Telah dilakanakan dan
ditindaklan uti.
Dokumentasi t'erlrpa notulen

Evaluali atas implementasi sOP PB, yang
sudah ada

Triwulan I 202i Februari 2023Rapat/Surat Edaran
1,"..

leurnz

Dinas PUTR
UKPBJ

2

Telah dilakanakan dan
ditindaklaniuti.
Dokumentasi t erupa notulen

Evaluasi atas implem€ntasi Syarat syarat
Februari 2023

Rapat/Surat Edaran l*,nu.oru*ru,

lbrkait

Dinas PUI'R

Triwulan I 2{123

3
Telah dilakanakan dan
ditindaklanjuti.
Dokumentasi berupa notulen

Rpkruitmen Peiabat Fungsional I,sjaan
pelalihan terlGit PB,

Rapat/Su rat Edaran
Februari 2023Sekda/ Bappeda/BKI5DM/

Dinas PUTR ler,rn7urne17
IBKIJSDM

I

Keterengan
(olom a dilsldengan nomor urut
Kolom b dlisi denSan l(egiatan Pengendallan yanS Dlbutuhkan Kolom c diisi dengan
Medla/Bentuk Serana Pengkomunlkasian Nolom d ditst dengan penyedia tnformasl
Kolom € dllsl dengan Penerlma tnformasl
Kolom f dllsldenSan Rencana Waktu Pelaksanaan Kolom I ditsi dengan Reatisasi
Wahu Pelaksanaan Xolom h dlisi dengan Keterangan tambahan

No Ketelart nX€Eiat n Pentendalian y.ry Dibutuhkan Realis.si waktfl
Penglonuntkaslan Penyedl. Inlormari Penerima InIo.masi Pehlsana.n

hb d t

I

lrnwura'' 

r ror3 

I



Form 9

!I.ma Pomale
Tahun Pcnlhlan
Tqjuaa Str.tegb
Urura! Pom6rintahan

Keterangan

Xolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi den8an Kegiatan Pengendalian yanB Dibutuhkan
Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan
Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan
Kolom e diisidengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan
Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom 8 diisi dengan Keterangan tambahan

: Pomodlt h Nrbup.tc! XYZ
| 2023
! Ucnltrglattsn llfrq.tluEur Drrsr mlrlrah
: Urut tr PrmGrtrt.h Wqrtb yang berlalt ! doagrn P.latr.n r Ds.ar Bldsrt PotGdasa UlrutD den PGnrtr.n Ruant

No I(eterang&nBeltul/Dletode Pomantauan yang
Dlpcrlukan

PclangaurS J&wab
Pcmantqutn

Rcncana Waltu
Polak!8naatr
Pcmantau{n

Rr8lt.$l Vshu
PcLLaaaarn

a b c d e f

l Eva.luaai atas implementaei SOP PBJ yang
sudah ada

Konfirmasi persiapan dan laporan
pelaksanaan kegiatan

Kepala Dinas PUTR/ Kepala
UKPB]

Oktober, Novembe!,
Desember 2023

Oktober, NoveDber,
Desember 2023

Monitoring telah dilaksanakafl ,

didokum€ntasikan, dan
didistribu sikan

2
Evalua8i atas implementa6i Syarat eyarat umum
kontrak

Konfirmasi pelaksanaan
LaporanpelakaanaE kegiatar

Oktober, November,
Desember 2023

Oktober, November,
Desernber 2023

Monitoring tel€i dilaksanakan,
didokumentasikan, dan
didistiibusikan

Kepala Dinas PUTR/Kepala
UKPBJ

3

Konhrmaai pelaksanaan
l,aporan pelaksanaan kegiatan

Semester I Jr]ni.2023 Monitorint telah ditraksanaka!,
didokumentasikan, d6n
didistribu sikan

Kepala Dinas PUTR/Kepala
UKPBJ

CONTOH
RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Ngglatan Pcng.ndollsn yang DlbutuhLsn

I

Rekruitmen Pejabat Fungsional PBJ dan
pelatihan terkait PBJ



CONTOIT
PENCATA I AN KEJADIAN ITTSTKO BISK EVENT) DAN

RTP

Tuiur. Sk.tcai6

: Pennintah Xabup.ten XYZ, Provtffl ABC
| 2023

: M€ntnahtkan Infr..buttu, D..rr Wllayrh
Utu6an Peheinlahan UruB.n Pemerirtah Waiib yi Uhum dan Penrt .n Ruang

So.lbasl Pelak3.n€.n"Rbiko" yana Tcrldentif lkasl

TanaAal te.iadi

I Ririko St.at€eis Pend.

efeltifitas RTP

belum dapal diukurD.ember 2023

oktober, Nov€mbcr,
De8emb€r 2023

I Ketorlambatan pelakanao p€terr&n R5P.23.03.20.20 ?t\22

Pcl&tgsr6rr

Diisi d68an

Evaluasi ata8 iEplementasr
SOP PBJ yang sudah ada

Masalah/Risiko thru

Evaluasi atae implementasi
Syalat syalat unruh konuak Oktober,

De6cr!ber 2023

Okrober, Nolembcr
Desehb€r 2023

Kualitas h6il p€keiaan tidak memenuhi RSt.21.03.20.4) 2t)22 BerkuranAnya Diisi d€n8an

Maelah/Risiko Baru

II Ri3iko Skrtesi6 [],iB6 l'U'l'R

Oktober, Novembcr,
De8€mber 2023

l Ket€.lambat n p€lakianaan peke,Fan rd50.23.03.20 20 TidakTerradi 'lidak Terjadi fidak Teiadi Evaluasi atas irnplementasl
SOP Pzu ysng sudah ada

Mdelah/Ris&o Barul

III
Rlsiko Opea3ional Dtnr8 PU'IR

Jlrni 2023
I

Penyusunin Dokumen Pem inan yang
kurang cet]Mt tidak kon3i3ta dan tidak
sesuai dmgan rarakteristik pelerjaan

ROO.23.03.20.20 Tid.I Teiadi RelauitEren Pcjabat Fxngsio0al
PB, dan p€latiha.n terkart P&J

Mas!lah/Rrsiko Baru:

Kolom a dllsidenSan nomor urlt

I

lo..*.,
lNovemb€r,

lDc!.mbc' 

2023

I

I t
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CONIOI] KODE RISIKO

Iingkat
Risiko

Tahun
Pela.ksanaan
Penilaian Risiko

,enis
Risiko

Entitas/OPD
yang Menilai

Nomor urut di
Entitas/OPD Kode

RSP 23 01 01 0l RSP.23.01 .01 .0.1
RSO 23 05 01 RSO.23.02.05.01
ROC) 03 25 01 ROO.23.03.25.0

Tingkat Risiko, terdiri dari 3 huruf sebagai berikut
RS Srrabtis Pemda
RS Strategis OPD
RO OFrasional OPD

Jenis Ri6iko menggambarkan urusar Pemda terdiri dafi 2 angka sebagai
01 PendidiLan 21
02 K€sehatan 2
03 PU dan Tata Ruang B
04 Perumahan dan Kawasan Permukiman 24
G5 lGtentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan 25

Masyaralat 25
06 Sosial 27
07 Tenaga Keria 2A
0B Pemberdayaan Perempuan & Pelindungan Anak 29
09 Pangan 30.10 Pertanahan 3l
11 Lingkungan Hidup 32
12 Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 33
13 Pemberdayaan masyarakat dan d€sa 34
14 Pengeodalian penduduk dan keluarga berencana 35
15 Perhubungan 'X
15 Komunikasi dan informatika 37
17 KUKM 38
18 PenanamanModal X9
19 Kepemudaan dan olah raga n
20 Statistik I

Entitas menilai terdiri dari 2 berikut:

be kut
Persandian
Kebudayaan
Perpustakaan
Kearsipan
Kelautan dan perikanan
Pariwisata

Pertanian
Kehutanan/ Perkebunan
Energi dan sumber daya mineral
Perdagangan
Perindustrian
Transmigrasi
Penyusunan Kebiiakan dan Koordinasi
Administrasi Kesekretariatan DPRD
Pembinaan dan Pengawasan
Perencanaan pembangunan, litbang
Keuangan dan Pendapatan
Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Bencana
Politik
t-ainnya

01 Pemt{a l9 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
02 Sekretariat Daerah 20 Dinas Pekeriaan Umum dan Tata Ruang
03 Sekretariat DPRD 2'l Dinas Perhubungan
0.1 Insp€kto.at Daerah 22 Dinas Ijngkungan Hidup

05 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan L1 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
06 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 21 Dinas Ketahanan Panqan
07 Dinas Pariwisata Dinas Pekeriaan Umum dan Tata

Ruang
25 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

08 Dinas Kesehatan 26 Dinas Perikanan

09 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak

Dinas Komunikasi, Informatila dan Persandian

10 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 28 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

.11
Dinas Sosial 29 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penvelamatan

12 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 30 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

13 Dinas Pemb€rdayaan Masyarakat dan Desa 31 Badan Keuangan dan Aset Daerah

32 Badan Pendapatan Daerai1'l Satuan Polisi Pamong Prara

.15
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

33 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

l6 Dinas Koperasi Usaha Mikro, Ke<il dan Meneargah 34 Badan Riset dan lnovasi Daerah

02



17 Dinas Perindustrian dan Perdardnqan 35 Badan Kcsatuan Bangsa dan Politik
'18 Dinas [ransmiqrasi dan Tenaqa Keria 36 Badan Penangqulanqan Bencana l)aerai

RSUD
q) lainnva



Iaporaa PelaLsanaan Penthian
Risiko Pemerintah

Kota/ Kabupaten tr(YZl Provlnsl

ABC

I Pendahuluan

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan

pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan

pengelolaan risiko pemerintah daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun

kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat,

instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi

dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik

kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan

pengelolaan risiko.

C. Maksud dan T\rjuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya

pengelolaan risiko di pemerintah daerah.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hat-hd yang menjadi batasan

konsep dan konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah.

II Perbaikan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Bagian ini berisi hasil penilaian awal dan hasil survei

persepsi, yang selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan

pengendalian urusan wajib/ pilihan pada pemerintah daerah.

B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Bagian ini berisi strategi yang akan dilakukan guna

memperbaiki Lingkungan pengendalian yang mendukung

penciptaan budaya pengelolaan risiko di pemerintah daerah.

A. Latar Belakang



III Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian

A. Penetapan Konteks/Tujuan

Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis

pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah dapat

memilih beberapa urusan wajib/piJihan dengan

mempertimbangkan urusan prioritas sesuai dengan visi dan

misi Kepala Daerah atau pertimbangan profesional lainnya.

B. Hasil Identifikasi Risiko

Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik terhadap atribut-

atribut risiko (uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko,

sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat

dikendalikan (controllablel atau tidak dapat dikendalikan

(uncontrollablel oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta

penerima dampak risiko)

C. Hasil Analisis Risiko

Bagran ini berisi skala risiko, matriks risiko, Hasil Analisis

Risiko sesuai Urutan Kategori serta RTP yang merupakan

hasil dari analisis dampak dan kemungkinan dari risiko yang

sudah diidentifikasi.

D. Pengendalian yang sudah dilakukan

Bagian ini berisi hasil identilikasi terhadap pengendalian

yang sudah ada di pemerintah daerah yang terkait dengan

risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil

analisis risiko.

E. Pengendalian yarlg masih dibutuhkan

Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih

dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing risiko

prioritas urusan wajib / pilihan karena masih ada celah

pengendaliarl dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh

pemerintah daerah.



IV Rancangan Informasi dan Komunikasi

Bagian ini berisi rancang€rn informasi dan komunikasi yang

dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian

mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai

yang diinginkan.

V Rancangan Pemantauan

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan

untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya

dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan

be{alan efektif

VI Penutup

Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan pengelolaan

risiko Unit Pemilik Risiko.

Lampiran

(Kertas kerja tahapan identifrkasi risiko, penilaian risiko, hingga

RTP serta pengkomunikasian dan monitoringnya).



Laporao lHsulan U ll I ln filI Peagelol,aan

Rislko Pemerlntah Kota/Kabupaten

XYZlProwtnst ABC

I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang pen)rusunan laporan pengelolaan

risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko
pemerintah daerah.

B. Dasar Hukum

Bagran ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang

berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan

daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah

baik kebijakan perenc€rnaan sampai ke pelaporan pengelolaan

risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagran ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan

risiko di pemerintah daerah.

D. Ruang Lingkup

Bagran ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep

dan konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah.

II Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan

tlIIlrulIV

Bagran ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko

yang direncanakan pada periode triwulan tersebut. Bagian ini juga

dapat berisi pemutakhiran risiko dan RTP dari periode triwulan

sebelumnya.



B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan

r/il1fir/w

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengenda-lian terhadap risiko
yang dilaksanakan pada periode triwulan tersebut dan juga uraian

mengenai gap yang terjadi antara rencana kegiatan pengelolaan

risiko dengan realisasinya.

III Hambatan Pelal<sanaan Kegiatan

Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau

hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang

menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan

pengelolaan risiko pemerintah daerah.

IV Monitoring Risiko dan RTP

Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan

RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan

RTP pada triwulan tersebut dan dari hasil monitoring ini juga dianalisis

apabila diperlukan pemutalhiran risiko dan RTP untuk periode

triwulan berikutnya.

V VI Penutup

Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan pengelolaan

risiko Unit Pemilik Risiko serta strategi yalg al<an dilakukan sebagai

tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini

sebagai perbaikan untuk penerapzrn pengelolaan risiko periode

selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daera-h.

Lampiran-Lampiran



Laporan Trisulaa llllllfllW Unit Kepatuhan

Rtstko Pemantauan Pengelolaan Rtsiko

Pemerintah Daerah Pemeriatah Kota/ Kabupaten

XYZlProvtast ABC

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko

terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP

oleh pemerintah daerah yalg dilaporkan oleh UPR kepada unit
kepatuhan.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi

pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi

kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.

C. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR

Bagian ini berisi mekanisme danhasil pemantauan atas pelaksanaan

pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat serta

alalisis hasil pemantauan untuk memastikan bahwa pengendalian

yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan be{alan secara efektif.

Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan pengendalian yang

dibutuhkan, bentuk/metode pemantauan yang diperlukan, penanggung

jawab pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi waktu

pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang te{adi dalam pemantauan

kegiatal pengendalian.

D. Rekomendasi/ Feedback bagi UPR

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas kendala

dan hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis

maupun teknis dari hasil pemantauan kegiatan pengendalian yang

dilakukan unit kepatuhan kepada UPR.

Lampiran-Lampiran



Laporaa Trtwulan llllllfi Konite
Pengelolaan Pemerlntah Kota/Kabupaten

XYZ Provinsi ABC

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan renlisasi pengelolaan risiko

terutama tentang kegiatan pengendalian yang a-kan dilakukan darr RTP

oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit
kepatuhan. Selain itu juga dibahas kegiatan pembinaan terhadap

pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi,

bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan

pemerintah daerah.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi

pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi

kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. Selain itu
juga dibahas hambatan yang terjadi dalam kegiatan pembinaan

terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah.

C. Hasil Pembinaal Terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR

Bagian ini berisi uraian hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan

risiko pemerintah daerah kepada UPR. Selain itu juga dibahas hasil

fasilitasi terhadap UPR dalam memandu instansi pemerintah dalam

melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian risiko ataupun

pemutakhiran risiko dan RTP sesuai hasil monitoring berkala oleh UPR

dan pemantauan berkala oleh unit kepatuhan.

D. Rekomendasi / Feedback bagi UPR

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupur feedback atas kendala

dan hambatan serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil

kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah

kepada UPR.

Lampiran-Lampiran


